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Nama SOP eriksaan

Kualifikasi pelaksana

1. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negard;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentanq Pemetiksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. tJndang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinlahan Daerah sebagaimana telah bebeHpa kali diubah, lerakhh dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerahl

5. Peraturan Pemerinlah Republik lndonesia Nomor 60 Tahun 2008 tenlang Sistem Pengendalian lnlem Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tefitang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik lodonesia Nomor 16 Tahun 20'18 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perne ntah yang telah diubah dengan

Pelaturan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2021i

8. PeEturan lvlenteriDalam NegeriNomor08 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan lventeriDalam NegeriNomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Card Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan oaerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabal Pengawas Pemerintah;

'1 0. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tah un 2008 leotang Standar Audit AP lP;

'11. Peraturan Asosiasi Auditor lntem Pemerintah lndonesia Nomor PER 01/rAlPl/DPN/2021 tentang Standar Audit lntem Pemedntah lndooesia

(sArPD.

1 2. PeEturan Daerah Kabu paten Nganjuk Nomor 08 Tahu n 201 6 tentang Pembenlukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Daerah Kabupateo Nganjuk NomorS Tahun 2020;

13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tenta0g Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk

1 . Tim Reviu memahami lugas pokok dan lungsi;

2. Tim Reviu memahami peraturao perundang-undangan yang berlaku dan memegang teguh kode

3. Mampu mengoperasikan komputer {lrinimal l!,,ts. Ofice:Word, Excel)

(ete aitan

SoP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan 1. ATK

2. Komputer/Laplop

3. Print

4. Alat KomunikasiMhatsapp

5. PPHP;

Peringatan Pencalalan dan pendalaan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kualitas penyusunan Laporan Hasil Pemeiksaan Konsep LHP, Reviu Sheel, dan LHP
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NO URAIAI{ AKTIMTAS Auditi TIM PEMERIKSA
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S6kretaris lnspektur Bupati
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1

Auditi menyampaikan Tanggapan atas PPHP
(Pokok-pokok Pikiran Hasil Pemeiksaan)

2hati Tanggapan PPHP

2

Pengendali Teknis menerima Tanggapan atas
PPHP (Pokok-pokok Pikiran Hasil Pemeiksaan) dari

Auditi
5 Msn I Tanggapan PPHP

3

Pengendali Teknis bersama Ketua Tim

Anggota Tim mslakukan pembahasan

Tanggapan PPHP (Pokok-pokok Pikhan

Pemeiksaan) dari Auditi

dan

atas

Hasil
Tanggapan PPHP tha

Hasll pembahasan

tefiadap Tanggapan

PPHP

Ketua Tim menyusun Draft Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) sesuai Tanggapan PPHP
(Pokok-pokok Pikiran Hasil Pemeiksaan) dari auditi

dan draf Surat Penegasan [.4salah (SPIV) dari Auditi

dan menyampaikan kepada Pengendali Teknis

1 Tanggapan PPHP

2. ATK

3. Komputer

4 Dokumen lerkail

5. Peraluran Perundang,

undangan

3ha Draft LHP, DlaISPM

5
Pengsndali Teknis menerima Drafl Laporan Hasil

Pemoriksaan (LHP)dari Ketua Tim untuk direviu.

v

Drafl LHP,orafSPM 5 Monil Dmft LHP

6

Pengendali Teknis mereviu dan memberikan saran
atas kesempurnaan LHP. Jika masih ada catatan

akan dikembalikan ke Ketua Tim untuk diperbaiki,

Jika sudah benar akan diparaf dan disampaikan

kepada lnspektur Pembantu untuk di reviu

Dmft Ll-]P tha
oraft LHP ysng

sudah dipaEl dan

Rev u Shset

7

lnspektur Pembantu menerima Draft Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP)dan draf Surat Penegasan

Masalah (SPM) dari Pengendali Teknis untuk

direviu.dan memberikan saran atas kesempurnaan

Draft LHP, Jika masih ada catatan akan

dikembalikan ke Pengendali leknis untuk

diperbaiki. Jika sudah benar akan diparaf dan
disampaikan kepada Sekretariat untuk di reviu

socara berjenjang

Drafl LHP yang sudah

diparaf, Draf SPM
5 Men I Drcft LHP. OTaf SPM

8

Sekretarial menerima Draft Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP)dan dral SPtu! dari lnspektur

Pembantu untuk direviu dan diparaf untuk

disediakan ke Inspektur

<- --->

Drafl LHP, OIaf SPM 15 menit

Draft LHP dan oral
SPM yang sudah di

Paraf

--l Tanggapan PPHP

Tanggapai PPHP

4
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I

lnspektur mempelajari dan menelaah Dralt
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektur

Pembantu. Jika masih ada catatan akan

dikembalikan ke Ketua Tim untuk diperbaiki. Jika

sudah benar akan ditandatangani dan disampaikan

ke Sekretariat serta memaraf draf SPIII

oraft LHP dan Draf SPM

yanO sudah di paraf
t hari

LHP dan Dmf SPlt4

yang sudah diparaf

secara hila*i

10

Serkretariat menerima LHP untuk diagendakan dan

digandakan dan mengirim draf SPM yang telah

diparafsecara hirarki

<_ LHP dan Draf SPM yang

sudah diparalsecar8

hira*i
15 menil

LHP dan Draf SPtl
yalg sudah diparaf

secara hira*i

11

l\,1engi m LHP dan draf Surat Penegasan Masalah

ke Bupati untuk mendapat persetujuan melalui

Sekretaris oaerah

NKPND, LBP dan Draf

SPM yanq sudah diDaraf

secara hirarki

30 flenit

NKPND, LHPdan

Draf SPlv yang

srdah diparaf secara

hkarki

L


